BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 2% TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu
diatur Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen dalam
Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran pada Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6659);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020
tentang Pedoman Badan Layanan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bireuen Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 14);
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13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 38 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen (Berita
Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2020 Nomor 527);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya
disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara
Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas
Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Bupati adalah Bupati Bireuen.

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Fauziah Bireuen.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang memiliki
tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan BLUD adalah sistem yang diterapkan
oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
Keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen
yvang  selanjutnya disebut RSUD dr. Fauziah
Bireuen unit organisasi bersifat khusus yang
menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan
perorangan secara paripurna yang menyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat
dan pelayanan penunjang.

8. Pejabat Pengelola Rumah Sakit adalah para
pemimpin, pimpinan unit dan bagian pengelola
rumah sakit serta organisasi dibawahnya yang

bertanggung jawab terhadap operasional rumah
sakit.
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9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang
selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola

pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat
meningkatkan mutu pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

10. Fleksibilitas  adalah  keleluasaan  pengelolaan

keuangan/barang BLUD pada batas tertentu yang
dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

11. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya
disebut SiLPA adalah selisih antara
surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan

netto selama 1 (satu) tahun anggaran.

12. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi
kewajiban akan hutang yang harus dibayar dengan
harta lancarnya.

13. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD
dengan belanja BLUD-

14. Surplus adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran selama satu periode anggaran.

15. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan
pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

l16.Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya
disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan
penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan,
target kinerja dan anggaran BLUD RSUD.

17. Anggaran Pendapatan dari Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai acuan dalam
pengelolaan SiLPA pada BLUD RSUD dr. Fauziah
Bireuen.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk menjamin kepastian
hukum pengelolaan SiLPA BLUD, guna kelancaran
kegiatan operasional dalam peningkatan pelayanan

kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Fauziah Bireuen.
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BAB II
SiLPA BLUD

Pasal 4
(1) SiLPA BLUD merupakan selisih antara
surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto
selama | (satu) tahun Anggaran.

(2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran
pada 1 (satu) periode anggaran.

(3) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.

(4) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan
likuiditas dan untuk membiayai program dan
kegiatan harus melalui mekanisme APBK.

(5) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan
mendahului perubahan APBK.

(6) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) mencakup:

a. program dan  kegiatan pelayanan  dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dan/atau belum cukup anggaran pada tahun
anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila
ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(7) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Usulan Direktur.

(8) Usulan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 5

Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit,
ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut
antara lain dari SiLPA BLUD pada tahun anggaran

sebelumnya dan penerimaan pinjaman-



BAB III
PROSEDUR PENGGUNAAN SiLPA BLUD

Pasal 6

(1) Nilai SiLPA BLUD yang diperoleh dilaporkan kepada
Bupati dan PPKD Kabupaten Bireuen untuk
diperhitungkan dan dapat digunakan pada tahun
anggaran berikutnya.

(2) Laporan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) disertai dengan rincian rencana penggunaan
anggaran pendapatan dan biayanya serta
dianggarkan pada Penerimaan Pembiayaan SiLPA.

Pasal 7

Pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 terdapat dalam daftar rincian belanja
kegiatan BLUD pada Rencana Bisnis Anggaran tahun
berikutnya-

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen

ﬂf?j. BUPATI BIREUEN,

f AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal % Okbbver 2023
SEKRETARIS DAERAH

/ﬁl KABUPATEN BIREUEN;‘/

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 740



